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PENETAPAN
Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Ab
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat

antara:

Penggugat,, tempat dan tanggal lahir Tehoru, 18 Juni 1991, agama Islam,
pekerjaan MengurusRumahTangga, Pendidikan
Diploma lll, tempat kediaman di Alamat Hative Kecil
(kontrakan Bapak La Jaya), Rt.004/rw.005, Desa Hative
Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan ini
member kuasa kepada Ruslan Abd Ajid Tuhulele,
S.H.,Margareth, O Kakisina, S.H, M.H, Nurjia, Syukur,
S.H, dan Sadam Biarno, S.H, Advokat yang berkantor
di JIn Jendral Sudirman No.01 Rt.01/rw.04 Batu Merah,
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. berdasarkan surat
kuasa khusus vyang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan = Agama  Ambon, Register Nomor
226/K/2020,tanggal 23 November 2020 sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Masohi, 26 April 1984, agama Islam,
pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, tempat kediaman di Alamat Hative Kecil
(kontrakan Bapak La Jaya), Rt.004/rw.005, Desa Hative
Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
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Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2020
telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Ambon, dengan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 10 November
2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat
melangsungkan Pernikahan di Ambon yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Amahai, sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah No:96/07/V/2012, tertanggal 05 Mei 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Masohi
selama 4 (empat) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke

Ambon dan menetap sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2
(dua) orang anak yang bernama Anak |, Laki-laki, Umur 8 tahun dan
Anak Il, Perempuan, Umur 4 Bulan dan sekarang kedua anak tersebut

berada dibawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
berjalan baik dan harmonis namun pada awal tahun 2012 keadaan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
a. Tergugat sering mabuk-mabukan;
b. Tergugat Jarang menafkahi keluarga;

c. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT);

d. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);

e. Tergugat pernah masuk penjara akibat kasus Pemerkosaan;
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5. Bahwa selama ini Penggugat selalu bersabar menghadapi tingkah laku
buruk bahkan memberikan Tergugat kesempatan untuk berubah namun

Tergugat tidak pernah berubah;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 01 November 2020,
dimana saat itu Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan
memukul Penggugat dengan alasan Tergugat tidak menerima
Penggugat tinggalkan rumah padahal Penggugat tidak pernah
meninggalkan rumah seperti yang dituduhkan Tergugat. Akibat dari
pemukulan tersebut terdapat bengkak pada bagian kepala, tangan dan
bagian rusuk dan keesokan harinya Penggugat langsung melakukan

pemeriksaan di puskesmas Hative kecil guna mendapatkan perawatan;

7. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama
kurang lebih 1 (satu) minggu dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat

tidak lagi melakukan hak dan kewajiban selayaknya suami istri;

8. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, penggugat merasa
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk
di pertahankan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawadah, warahma tidak mungkin dapat
diwujudkan dan hal tersebut membuat Penggugat bertekad mengajukan
Gugatan Perceraian ini kepada Pengadilan Agama Ambon agar bisa

bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Tergugat
memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang
menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya

menjatuhkan putusan sebagai berikut :
PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
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2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba’in Suqra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:
BilaPengadilanberpendapat lain mohonputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam
membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasanya telah mengakui
berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya
suami isteri maka Penggugat, selanjutnya menyatakan mencabut
permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah
pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali
rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada
tahapan mediasi;
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Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat
dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan
mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah
proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini
harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 329/Pdt.G/2020.PA.Ab. dicabut;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H.
Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram, S.H.M.H.I, dan
Drs. Abd. Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
oleh Hj. EIma Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd Ttd
Drs. H. Tomi Asram, S.H.M.H.I, Drs. H. Mursalin Tobuku
Hakim Anggota,
Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Hj. EIma Latuconsina, SH.

Perincian biaya :

Pendaftaran :Rp 30.000,00

ATK Perkara :Rp 50.000,00

- Panggilan :Rp 300.000,00
- PNBP ; Rp. 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).
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